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ABSTRAK

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah
batas minimal usia perkawinan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun
sejajar dengan laki-laki membawa dampak terhadap permohonan dispensasi kawin
di berbagai Pengadilan Agama, termasuk Pengadilan Agama Batang. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis dampak dari perubahan regulasi tersebut terhadap
jumlah dan alasan permohonan dispensasi kawin pada rentang tahun 2020-2024,
serta meninjau relevansi kebijakan ini melalui perspektif maslahah mursalah dalam
hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan
yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim dan staf
pengadilan serta data terkait putusan dispensasi kawin. Hasil penelitian
menunjukkan adanya tren penurunan permohonan dispensasi kawin secara
signifikan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Selain
itu, analisis berdasarkan tinjauan maslahah mursalah menunjukkan bahwa regulasi
ini sejalan dengan tujuan perlindungan terhadap anak dan upaya mewujudkan
kemaslahatan masyarakat, terutama dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan
kesiapan mental pasangan.

Penurunan angka dispensasi kawin dapat diinterpretasikan sebagai indikator
sebagai indikasi keberhasilan awal regulasi, namun belum bersifat signifikan secara
sosial. Pada praktiknya, masih ditemukan kendala dalam penerapan di lapangan,
ditandai dengan masih banyak kasus permohonan dispensasi kawin yang masuk ke
Pengadilan Agama Batang. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan edukatif dan
kolaboratif antar lembaga untuk menguatkan nilai kemaslahatan yang terkandung
dalam regulasi tersebut agar dapat diimplementasikan secara optimal dan
berkelanjutan.

Kata Kunci: Dispensasi kawin, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,
Pengadilan Agama Batang.



ABSTRACT

The enactment of Law Number 16 of 2019 which changes the minimum age
of marriage for women from 16 years to 19 years equal to men has an impact on
applications for marriage dispensation in various Religious Courts, including the
Batang Religious Court. This study aims to analyze the impact of the regulatory
changes on the number and reasons for applications for marriage dispensation in
the period 2020-2024, and to review the relevance of this policy through the
perspective of maslahah mursalah in Islamic law.

The research method used is qualitative with an empirical juridical
approach. Data were obtained through interviews with judges and court staff as well
as data related to marriage dispensation decisions. The results of the study show a
significant downward trend in applications for marriage dispensation after the
enactment of Law Number 16 of 2019. In addition, analysis based on the review of
maslahah mursalah shows that this regulation is in line with the objectives of
protecting children and efforts to realize the welfare of society, especially in terms
of education, health, and mental readiness of couples.

The decrease in the number of marriage dispensations can be interpreted as
an indicator of the initial success of the regulation, but it is not yet socially
significant. In practice, there are still obstacles in the implementation in the field,
marked by the many cases of marriage dispensation applications that are submitted
to the Batang Religious Court. Therefore, an educational and collaborative
approach between institutions is needed to strengthen the value of the welfare
contained in the regulation so that it can be implemented optimally and sustainably.

Keywords: Marriage dispensation, Law Number 16 of 2019, Batang Religious
Court.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini perkawinan dini di negara Indonesia mengalami penurunan
yang drastis. Menurunnya angka perkawinan di Indonesia kali ini
merupakan angka perkawinan terendah di satu dekade terakhir.!
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, angka
perkawinan di Indonesia pada tahun 2023 adalah 1.577.255 yang
merupakan angka terendah sejak tahun 1997/1998. Angka ini turun sekitar
128.000 dibandingkan pada tahun 2022. Dalam 10 tahun terakhir, angka
perkawinan di Indonesia mengalami penurunan sebesar 28,63 persen atau
menyusut menjadi 632.791 selain itu usia perkawinan yang dilangsungkan
oleh calon mempelai dengan usia matang atau bisa terbilang tua.

Fenomena ini dipengaruhi dari berbagai inisiatif pemerintah,
organisasi non-pemerintah, serta kesadaran masyarakat yang berfokus
terhadap penghapusan praktik perkawinan dini. Adapun upaya yang
dilakukan antara lain dengan Penguatan Undang-undang terkait minimal
usia perkawinan, meningkatkan kesadaran publik melalui seminar maupun
edukasi tentang perkawinan dini, serta program-program terkait

pemberdayaan perempuan dan anak.

1 Badan Pusat Statistis 2024



Salah satu dasar penting dalam penurunan perkawinan dini di
Indonesia adalah amandemen Undang-Undang Perkawinan No.l tahun
1974 yang dilakukan pada tahun 2019, yaitu bahwa Undang-undang Nomor
1 tahun 1974 tentang Perkawinan selama kurang lebih 45 tahun sama sekali
tidak pernah mengalami perubahan. Namun lima tahun terakhir ini ternyata
batas usia yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa
perkawinan hanya diizinkan apabila calon mempelai laki-laki telah berusia
19 tahun dan mempelai perempuan berusia 16 tahun, dinilai sudah tidak
relevan lagi di masa sekarang baik dari sisi kesehatan biologis, psikologis,
ekonomi, pendidikan dan kebudayaan. Sehingga sudah dua kali diajukan
Judicial Review Ke Mahkamah Konstitusi terkait masalah batasan usia
perkawinan tersebut. Kemudian keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 30-74/PUU-XI1/2014.2 Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan mulai diberlakukan tepatnya
pada tanggal 15 Oktober 2019. Pada pemberlakuan Undang-Undang
tersebut menetapkan bahwa usia minimal untuk melangsungkan
perkawinan yakni 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

Perubahan batas usia perkawinan bagi perempuan maupun laki-laki
pada Undang-Undang merupakan hasil tindak lanjut pemerintah atas
amanat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Alasan

utama perubahan tersebut adalah untuk menekan tingginya angka

2 Hotmartua Nasution, Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Pernikahan di
Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor I tahun 1974 Tentang Pernikahan), Skripsi,( Medan: UIN Medan, 2019), hlm.iv.



perkawinan.® Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini
tentunya memberikan perubahan yang signifikan. Sebagai Lembaga yang
bertugas menangani perkara-perkara, Pengadilan Agama Batang mengalami
jumlah dan jenis kasus dispensasi kawin yang diajukan. Hal ini
menimbulkan berbagai implikasi baik dari segi hukum, sosial, maupun
psikologis bagi para pihak yang terlibat.

Meskipun Undang-Undang ini telah ditetapkan, dalam praktiknya
masih terdapat banyak kasus dimana pihak-pihak yang bersangkutan
mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Dispensasi kawin
adalah izin yang diberikan oleh Pengadilan untuk menikah dibawah usia
yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Fenomena ini menarik untuk
diteliti karena dapat memberikan gambaran tentang bagaimana
implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di masyarakat,
khususnya terkait dengan pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap
perubahan batas usia minimum perkawinan.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik data dispensasi kawin dari
berbagai Pengadilan Agama di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa
meskipun regulasi telah diperbarui,* permohonan dispensasi kawin masih

diajukan dalam jumlah yang relatif tinggi. Misalnya:

3 Rabiatul Adawiyah, Analisis Batas Usia Perkawinan Pada UU No.16 Tahun 2019 atas
Perubahan UU No.l Tahun 1974 Tentang Perkawinan(Studi Terhadap Pandangan Ilmuwan Kota
Padang tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan), Jurnal Hukum islam,Vol.21, No.2 (Desember
2021), hlm.256.

4 Badan Pusat Statistik 2024.



Nama Pengadilan 2020 2021 2022 | 2023 | 2024
PA Blora 494 619 531 409 308

PA Mungkid 533 542 504 406 -
PA Kudus 73 133 213 210 198
PA Batang 441 400 380 298 198

Dari perbandingan tersebut, dapat dilihat bahwa Pengadilan Agama
Batang tidak mencatat angka tertinggi, namun tetap termasuk dalam jajaran
Pengadilan Agama dengan jumlah permohonan yang signifikan secara
nasional, khususnya di Provinsi Jawa Tengah, yang menarik dari Pengadilan
Agama Batang adalah tren penurunan jumlah permohonan dispensasi kawin
dari tahun ke tahun, yang dapat menjadi indikator adanya efektivitas
penerapan Undang-Undang serta upaya kolaboratif lintas sektor dalam
menekan pernikahan usia anak.

Namun, tidak tersedia data resmi yang menyebutkan peringkat
Pengadilan Agama Batang dalam hal jumlah permohonan dispensasi kawin
dibandingkan dengan Pengadilan Agama lainnya di Jawa Tengah.
Meskipun demikian, angka permohonan yang tinggi menunjukkan bahwa
pengadilan Agama Batang memiliki peran penting dalam menangani kasus
perkawinan dini di wilayahnya.

Kabupaten Batang memiliki karakteristik masyarakat yang cukup
beragam, baik dari segi budaya, pendidikan, maupun tingkat kesejahteraan
ekonomi. Hal ini membuat isu dispensasi kawin menjadi relevan untuk
diteliti, terutama setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2019 yang menaikkan batas usia minimum perkawinan bagi perempuan dari



16 tahun menjadi 19 tahun. Dalam konteks ini, perubahan kebijakan
tersebut diharapkan memberikan dampak yang signifikan terhadap jumlah
permohonan dispensasi kawin di wilayah kabupaten Batang. Karakteristik
masyarakat di Kabupaten Batang memberikan dimensi sosial dan budaya
yang unik terhadap fenomena dispensasi kawin. Hal ini dapat memperkaya
analisis tentang bagaimana masyarakat merespons pemberlakuan kebijakan
baru, baik dari perspektif individu, keluarga, maupun lembaga sosial.

Kabupaten Batang, Jawa Tengah, sebagai salah satu wilayah di
Indonesia, juga tidak luput dari fenomena tersebut. Pengadilan Agama
Batang seringkali menjadi tempat diajukannya permohonan dispensasi
nikah oleh masyarakat setempat. Melalui peneliti ini, penulis bertujuan
untuk menganalisis dampak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 terhadap dispensasi kawin di Pengadilan agama Batang pada
tahun 2024. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam
memahami sejauh mana efektivitas Undang-Undang tersebut dalam
menekan angka perkawinan dini, alasan, faktor-faktor apa saja yang
mempengaruhi permohonan dispensasi kawin di wilayah tersebut serta
pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi kawin di Pengadilan
Agama Batang serta bagaimana perspektif = maslahah mursalah dari
pertimbangan hakim tersebut.

Pengadilan Agama Batang merupakan salah satu pengadilan agama
yang cukup aktif dalam menangani perkara dispensasi kawin, terutama

pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang



Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Adapun pemilihan Pengadilan Agama Batang sebagai lokasi penelitian,
supaya diperoleh data yang cukup representatif untuk menganalisis
efektivitas implementasi undang-undang tersebut dalam praktik peradilan.
Selain itu, perbandingan data sebelum dan sesudah berlakunya Undang-
Undang dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pengaruh
perubahan regulasi terhadap praktik peradilan dispensasi kawin.

Pengadilan Agama Batang menunjukkan keterbukaan terhadap
penelitian akademis dan menyediakan akses kepada dokumen yang
diperlukan, seperti putusan pengadilan, laporan tahunan, dan data statistik
terkait dispensasi kawin. Selain itu, lokasi ini relatif mudah diakses,
sehingga memudahkan proses pengumpulan data, baik melalui wawancara,
maupun studi dokumen.

Meskipun batas usia perkawinan telah dinaikkan, pemberian
dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama Batang menunjukkan masih
banyak dikabulkan permohonan dispensasi kawin karena alasan mendesak
padahal anak tersebut belum memenuhi minimal batas usia perkawinan.
Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 “ Dalam hal terjadi
penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana yang dimaksud pada
ayat (1), orangtua pihak pria dan/atau orangtua pihak wanita dapat
meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan mendesak disertai

bukti-bukti pendukung yang cukup”.® Dalam praktik pengadilan, alasan

5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.



mendesak umumnya diartikan sebagai keadaan luar biasa yang membuat
pernikahan perlu dilaksanakan sebelum usia 19 tahun. Hal ini sejalan
dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 4 Ayat (2):
Hakim harus menggali, memahami, dan mempertimbangkan alasan
mendesak dengan memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak,
perlindungan anak, dan kesetaraan gender!® Lampiran Perma tersebut juga
memberi contoh "alasan mendesak" seperti hamil di luar nikah, atau kondisi
yang jika tidak segera menikah akan menimbulkan kerugian psikologis atau
sosial, selanjutnya penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019 walaupun tidak menyebut “alasan mendesak” secara langsung, tetapi
menjelaskan perlunya perlindungan anak dan pertimbangan khusus dalam
pemberian dispensasi.

Perubahan ini mencerminkan komitmen Pemerintah Indonesia
untuk memperbaiki kualitas hidup anak-anak dan memastikan bahwa
perkawinan dilakukan dengan persetujuan penuh dan kesadaran dari kedua
belah pihak yang cukup dewasa. Berdasarkan data Pengadilan Agama di
Kabupaten Batang pada tahun 2020 tercatat ada 441 pengajuan dispensasi
kawin. Kemudian pada tahun 2021 ada 400 berkas dilanjut pada tahun 2022
berkas yang masuk mencapai 380 berkas. Oktober 2023 kasus yang masuk

sudah mulai berkurang yakni 235 berkas dan harapannya angka dispensasi

6 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019



kawin tidak melebihi tahun sebelumnya sehinggan trend pekawinan dini
bisa menurun.

Di Kabupaten Batang, karakteristik sosial dan budaya masyarakat
turut memengaruhi pandangan terhadap perkawinan dini. Berdasarkan data
dari Pengadilan Agama Batang, permohonan dispensasi kawin masih cukup
tinggi. Beberapa permohonan ditolak, namun sebagian besar dikabulkan.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kebijakan dalam
menekan angka perkawinan usia anak di tingkat daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penyusun tertarik untuk
melakukan penelitian dan kajian terhadap permasalahan tersebut yang
dimuat dalam judul “ANALISIS DAMPAK PEMBERLAKUAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP
DISPENSAST KAWIN PADA PENGADILAN AGAMA BATANG

TAHUN 2020-2024”.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparan di atas,
maka yang menjadi pokok pembahasan dalam objek kajian penelitian ini
adalah sebagai berikut:

I. Apa pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara

dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang setelah

pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?



2. Bagaimana tinjavan maslahah mursalah terhadap pertimbangan
yang digunakan oleh hakim dalam memutus permohonan

dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang?

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian
Berdasarkan pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan
diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Tujuan Penelitian

a.) Untuk menjelaskan apa yang menjadi pertimbangan
hukum oleh hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin di
Pengadilan Agama Batang setelah pemberlakuan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019.

b.) Untuk menjelaskan pandangan maslahah mursalah
terhadap pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutus
permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang.

2. Kegunaan Penelitian

a.) Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat
dalam pengembangan ilmu dan diharapkan juga bisa menjadi
referensi serta wawasan terkait apa pertimbangan hukum yang
digunakan oleh hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin di

Pengadilan Agama Batang ditinjau dari perspektif maslahah
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mursalah. Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi pemikiran
bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

b.) Praktis

penelitian ini diharapkan dapat membantu memecahkan
permasalahan tersebut secara praktis serta diharapkan dapat
membantu penelitian selanjutnya mengenai pertimbangan hakim
dalam memutuskan dispensasi kawin pasca berlakunya Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang dilakukan oleh hakim
Pengadilan Agama Batang dan juga bisa menjadi pemikiran bagi

masyarakat luas khususnya dalam menghadapi permasalahan terkait

dispensasi kawin.

D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penyusunan ini, penyusun melakukan telaah
terhadap tulisan-tulisan terdahulu seperti skripsi, tesis, artikel dan karya
ilmiah lainnya agar tidak ada kesamaan terutama dalam pokok bahasannya.
Ada beberapa tulisan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang

peneliti lakukan. Adapun tulisan-tulisan tersebut adalah:

No. Nama Judul Persamaan Perbedaan
Penulis
1. |Ihza Kriptie|Tinjauan Dampak | Membahas tentang |e Pada skripsi ini
Adhela Pemberlakuan Pemberlakuan lebih
(Skripsi) Undang-Undang |Undang-Undang memaparkan
Nomor 16 Tahun |[Nomor 16 Tahun dari dampak
2019 Terhadap  |2019 terhadap pemberlakuan
Pengajuan pengajuan Undang-
Pernikahan Dini  [Perkawinan Dini dan| Undang Nomor
di Pengadilan bagaimana 16 Tahun 2019
Agama Bali pertimbangan hakim |  sedangkan
penelitian yang
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dalam mengadili
perkara tersebut.

akan diteliti
lebih berfokus
kepada analisis
terhadap
pertimbangan
yang digunakan
hakim terhadap
perkara
dispensasi
kawin pasca
berlakunya
Undang-
Undang
tersebut dan
bagaimana
tinjauannya
berdasarkan
maslahah
mursalah.
Tempat
penelitian yang
berbeda,
dimana penulis
akan meneliti

Pengadilan
Agama
Batang.’
2. |Salmah, Pertimbangan Pertimbangan e Tempat
Hannani, Hukum Hakim Hukum Hakim Penelitian
Fikri, dalam dalam memutuskan |e Perspektif
Rahmawati, |Permohonan permohonan jurnal tersebut
dan zainal  |Dispensasi Nikah |diapensasi kawin. menggunakan
(Jurnal) di Pengadilan Magashid  al-
Agama Barru syariah
(Perspektif sendangkan
Magqashid Al- yang akan
Syariah) penulis  teliti
menggunakan
perspektif

" Thza Kriptie Adhela, Tinjauan Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019 Terhadap Pengajuan Dispensasi Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Negara Bali, Skripsi,
Universitas Islam Indonesia (UII), 2020.
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maslahah
mursalah.®

3. |Diana Safitri |Implementasi Membahas e Pertimbangan
(Jurnal) Kebijakan Dispensasi ~ Kawin| yang digunakan

Dispensasi Nikah|yang  berdasarkan| hakim dalam

Berdasarkan pada undang-| memutuskan

Undang-Undang |Undang Nomor 16| perkara

No.16 Tahun|Tahun 2019. dispensasi

2019 di kawin

Kecamatan e Tempat

Dukuh Pakis Kota penelitian

Surabaya e Tinjauan yang
akan digunakan
oleh penulis.®

4. |Shafira Tujuan  Yuridis|Membahas tentang|e Perspektif yang
Salwa Terhadap pertimbangan Hakim|  digunakan.®
Destriyanti  |Permohonan terhadap
(Jurnal) Dispensasi Pasca|permohonan

Berlakunya dispensasi kawin
Undang-Undang |pasca  berlakunya
Nomor 16 Tahun|Undang-Undang
2019 Perkawinan |tersebut.

5. |Luthfi Permisifisme Pertimbangan yang|e Perspektif yang
Hakim Avrif | Dispensasi Kawin [digunakan ~ hakim| digunakan.™
Effendi di Pengadilan dalam memutuskan
(Tesis) Agama Batang perkara  dispensasi

Pasca Undang- nikah pasca

Undang No.16 berlakunya Undang-

Tahun 2019 undang tersebut di
Pengadilan  Agama
Batang.

6. |Fifit Ummul|Pemberian Pertimbangan hakim|e Perspektif yang
Farida Dispensasi Kawin {dalam memutuskan|  digunakan
(Tesis) Pasca Berlakunya |perkara dispensasi

Undang-Undang |kawin pasca

8 Salmah, Hannani, Fikri, rahmawati, Zainal Said, Pertimbangan Hukum Hakim Dalam
Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Barru (Perspektif Magqashid Al-Syariah),
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, Vol 7, No. 3, (2024).

® Diana Safitri, Implementasi Kebijakan Dispensasi NikahBerdasarkan Undang-Undang
No. 16 Tahun 2019 di Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya, Visa: Jurnal Visi dan Gagasan, Vol .4,

No.3, (2024)

10 Shafira Salwa Destriyanti, Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah
Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perkawinan, Jurnal Prosiding Ilmu
Sosial&Humaniora, Vol.17, (2024).
11 Luthfi Hakim Arif Effendi, Permisifisme Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang
Pasca Undang-Undang No.16 Tahun 2019, Tesis, UIN Gusdur, (2023)
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Nomor 16 Tahun |berlakunya Undang-|e Tempat
2019 Perubahan |Undang Nomor 16| penelitian.*?
Atas Undang- Tahun 20109.
Undang Nomor 1
Tahun 1974
Tentang
Perkawinan
Menurut Teori
Efektivitas
Hukum dan Sadd
Al-Dariah (Studi
Perkara
Dispensasi Kawin
di Pengadilan
Agama Muara
Bulian)

Dari keseluruhan kajian pustaka yang telah diuraikan, kasus
dispensasi kawin ini marak terjadi dan tidak sedikit pula hakim Pengadilan
Agama yang mengabulkan pengajuan dispensasi kawin, untuk itu penulis
akan berfokus mengkaji mengenai apa saja pertimbangan hukum yang
digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin di
Pengadilan Agama Batang Tahun 2020-2024 berdasarkan perspektif
maslahah mursalah. Maka, berdasarkan telaah pustaka yang telah
dipaparkan, belum ada penelitian yang mengangkat penelitian penulis.

E. Kerangka Teori
Kerangka teori merupakan landasan teori yang dijadikan gambaran
untuk melaksanakan suatu penelitian. Adapun kerangka teori sebagai

berikut:

12 Fifit Ummul Naila, Pemberian Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan
Menurut Teori Efektivitas Hukum dan Sadd Al-Dzariah (Studi Perkara Dispensasi Kawin di
Pengadilan Agama Muara Bulian), Skrisi , (UIN Jakarta), (2023).
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1. Teori Maslahah Mursalah

Secara etimologi Maslahah sama dengan manfaat,baik dari segi lafal
maupun makna. Maslahah juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang
mengandung manfaat'®. Mursalah artinya terputus atau terlepas. Jadi, arti
dari Maslahah Mursalah manfaat yang terlepas, adapun maksud dari
kalimat tersebut adalah manfaat ataupun kegunaannya tidak diungkapkan
secara langsung dalam nash.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi menenai Maslahah
mursalah yang dikemukakan ulama ushul fikih, tetapi seluruh definisi
tersebut mengandung esensi yang sama. Salah satunya yakni Imam Al-
Ghazali, mengemukakan bahwa pada prinsipnya Maslahah adalah
mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara
tujuan-tujuan Shara’.** Tujuan Shara’ yaitu memelihara agama, jiwa, akal,
keturunan dan harta. Sedangkan maslahah mursalah menurut Imam
Ghazali adalah kemaslahatan yang tidak didukung dalil shara’, atau nash
yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat dan hadits).*
2. Teori kemanfaatan Hukum

Hukum dalam bentuk positifnya (peraturan perundang-undangan)

harus memberikan suatu manfaat bagi tiap individu, Jeremy Bentham yang

13 Syarif Hidayatullah, Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali , Al-Mizan: Jurnal Hukum
Dan Ekonomi Islam 2 (1), (2018), hlm.116.
14 Ibid., him.116.

15 Ibid., him. 134.
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dikenal sebagai tokoh yang pertama mencetuskan aliran ini. Jeremy Betham
mengatakan bahwa hukum bertujuan menjamin kebahagiaan yang terbesar
bagi manusia dalam jumlah sebanyak-banyaknya. Pada hakekatnya yang
menjadi inti dari tujuan kemanfaatan hukum ini adalah menghasilkan
kesenangan dan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak.®

Hukum tidak hanya menjamin terselenggaranya kepentingan umum
melainkan juga telah berhasil menyeimbangkan kepentingan semua pihak
secara individual dalam masyarakat sehingga melahirkan prinsip-prinsip
keadilan yang dapat diterima secara umum, dengan demikian keberadaan
hukum bukan hanya untuk menciptakan keadilan yang bersifat umum
melainkan hukum itu sendiri kemudian membawa kemanfaatan dan berguna

bagi setiap orang tanpa kecuali.'’

Metode Penelitian

Metode penelitian adalah upaya menyelidiki atau menelusuri suatu
masalah dengan cara kerja ilmiah untuk mengumpulkan, mengolah, dan
melakukan analisis data untuk mengambil kesimpulan guna memecahkan
suatu masalah.*® Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah
sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

1% Dino Rizka Athadali dan Taufiqurrohman Syahuri, Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau

dari Perspektif Teori Tujuan Hukum, College Studiosum Journal 6 (2), (Desember 2023), hlm 9.

YTonu Artadi, Hukum: Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan, Jurnal

Hukum Dan Dinamika Masyarakat, (2006), him 74.

hlm. 2.

8Rifa’i Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: SUKA-Press: 2021),
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Penelitian yang akan dilakukan untuk menyusun karya ilmiah ini
adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode field
research atau penelitian lapangan. Penelitian kualitatif adalah
penelitian yang bersifat deskriptif.l® Penelitian ini memiliki tujuan
mengumpulkan data secara detail, mendalam dan juga actual .
Adapun field research atau peneitian lapangan yakni sebuah jenis
penelitian yang dilakukan guna mempelajari sebuah fenomena yang
terjadi di suatu tempat dengan cara terjun langsung. Oleh karena
itu,partisipasi penyusun secara aktif sangatlah dibutuhkan guna
mencapai tujuannya, yaitu mendapatkan data dengan dengan kriteria
yang telah ditentukan. Maka dalam hal ini penyusun akan
melangsungkan penelitian secara langsung di Pengadilan Agama
Batang.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini yakni menggunakan
deskriptif analitik. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang
bertujuan untuk memaparkan gambaran yang lebih mendalam
tentang fenomena ataupun kejadian yang terjadi di lokasi penelitian.
Adapun penelitian analitik adalah penelitian yang dilakukan dengan

cara melihat dan menganalisis data-data yang telah dikumpulkan

9Ismail Suardi wekke,dkk., Metode Penelitian Sosial, 1 ed. (Yogyakarta: Penerbit Gawe
Buku, 2019), hlm. 34.
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untuk selanjutnya memaparkan hasil dari analisa data tersebut yang
berupa kesimpulan.
3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan prosedur penelitian yang
menghasilkan data deskriptif atau berupa kata-kata tertulis atau lisan
dari sumber-sumber penelitian dan hasil penelitian serta pada
praktiknya akan jauh lebih menekankan kepada penelitian ini
menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan tersebut
diterapkan melalui data-data dan pertanyaan yang diperoleh dari
hasil interaksi peneliti, objek yang diteliti, dan orang-orang yang ada
ditempat penelitian. Pada penelitian ini penulis terjun ke lapangan
tepatnya di Pengadilan Agama Batang dengan mencatat serta
mengumpulkan berbagai informasi yang ditemukan dengan
menggali informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.
4. Sumber Data

Penyajian data dan informasi yang termaktub dalam tulisan
ini membutuhkan sumber yang dapat menunjang penelitian ini.
Adapun sumber-sumber tersebut terklasifikasi menjadi 2 macam,
berupa sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer
Menurut Bungin, data primer adaalah data yang langsung

diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek
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penelitian.?® Sumber data primer yang akan digunakan dalam
penelitian ini adalah segala bentuk informasi mengenai apa saja
yang menjadi pertimbangan hakim terhadap perkara dispensasi
nikah pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
yang aakan diperoleh langsung dari para informan, yakni hakim
Pengadilan Agama Batang. Data-data tersebut ditarik melalui proses
wawancara yang dilakukan oleh penyusun dengan para informan.
b. Sumber Data Sekunder
Menurut Bungin, data sekunder adalaah data yang diperoleh
dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang
dibutuhkan.?! Data sekunder yang digunakan dalam peneitian ini
lalh data-data dan informasi yang diperoleh dari beragam literature,
seperti artikel, jurnal,skripsi, tesis, buku maupun dokumen lain yang
tentu berkaitan dengan masalah yang akan penyusun teliti. Data
sekunder ini dibutuhkan sebagai penunjang dan pendukung data
primer dalam penelitian ini.
5. Tehnik Pengumpulan Data
a. Wawancara
Teknik wawancara adalah tehnik pengumpulan data

melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada

hlm, 71.

20 Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, 1.ed, (Banjarmasin: Antasari Press 2011),

2 Ibid., hlm. 71.
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subjek yang diwawancarai. Tehnik wawancara dapat pula
diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk
mendapatkan data denga bertanya secara langsung secara
bertatap muka dengan responden atau yang menjadi subjek
penelitian.?? Responden yang menjadi subjek penelitian ini
adalah seluruh hakim di Pengadilan Agama Batang, dari
hasil wawancara tersebut peneliti akan menggunakan
hasilnya sebagai rujukan untuk mengelolah hasil penelitian
yang telah dilakukan di lokasi penelitian.
Dokumentasi

Teknik dokumenter atau disebut juga Teknik
dokumentasi merupakan Teknik pengumpulan data
penelitian melalui sejumlah dokumen (informasi yang
didokumentasikan) berupa dokumen tertulis maupun
dokumen terekam. Dokumen tertulis dapat berupa arsip,
catatan harian, autobiografi, memorial, kumpulan surat
pribadi, klipping, da sebagainya. Sementara dokumen
terekam dapat berupa film, kaset rekaman, mikrofim, foto

23 Dari Dokumentasi inilah yang akan

dan sebagainya.
peneliti gunakan sebagai bukti dari hasil penelitian agar

penelitian semakin spesifik.

22 Ibid., hlm. 75.

28 Ibid., hlm. 85.
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c. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah Teknik analisis data deskriptif kualitatif. Teknik
ini merupakan pengolahan data menjadi informasi sehingga
karakteristik data tersebut menjadi mudah dipahami dan juga
bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang
terutama adalah masalah tentang sebuah penelitian. Cara
pengumpulan data yang bermacam-macam dan juga
dilakukan secara terus menerus. Maka, akan mengakibatkan

variasi data yang amat tinggi.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan penelitian ini, penulis menyajikan
gambaran mngenai apa saja yang dibahas dan disusun dalam penelitian ini.
Maka, penulis memaparkan sistematika pembahsan dalam penelitian ini
dibagi menjadi lima bab sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang didalamnya berisi latar
belakang penelitian, permasalahan pokok yang akan diteliti berupa rumusan
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang menunjukkan
penelitian-penelitian terdahulu untuk memastikan bahwa penelitian yang
akan disusun belum pernah diteliti sebelumnya, kerangka teori yang
menjelaskan teori yang akan digunakan untuk menganalisa persoalan yang
akan diteliti, metode penelitian yang didalamnya terdapat jenis penelitian,

sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, teknik
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pengumpulan data, analisis data, serta yang terakhir terdapat sistematika
pembahasan.

Bab II merupakan tinjauan umum. Pada bab ini akan dibagi menjadi
tiga sub-bab yakni meliputi tinjauan umum perkawinan, perkawinan di
bawah umur , dan dispensasi kawin.

Bab III akan memuat profil Pengadilan Agama Batang serta
penjelasan mengenai gambaran umum dampak pemberlakuan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap dispensasi kawin pada
Pengadilan Agama Batang Tahun 2020-2024.

Bab IV merupakan analisis yang dimuat dalam bentuk deskriptif dari
pembahasan mengenai apa yang menjadi pertimbangan hukum hakim
dalam memutuskan perkara dispensasi kawin pasca berlakunya Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Batang Tahun 2020-
2024 di Pengadilan Agama Batang berdasarkan perspektif maslahah
mursalah.

Bab V merupakan bab akhir penelitian ini yaitu penutup yang
memuat kesimpulan dari pembahasan yang ditujukan untuk menjawab
pokok permasalahan serta saran-saran yang bersifat membangun terkait

permasalahan penelitian ini.



A.

BAB V
PENUTUP

Kesimpulan

1) Pertimbangan hukum Hakim dalam mengabulkan atau menolak suatu

2)

B.

permohonan dispensasi kawin yakni memperhatikan kondisi calon mempelai:
Hakim mempertimbangkan usia calon mempelai (minimal mendekati 19 tahun),
kematangan fisik dan mental, alasan mendesak seperti kehamilan di luar nikah,
kesiapan ekonomi calon suami, serta keterangan dari pihak ahli (psikolog,
KUA, orang tua, dll). Semua itu dianalisis dengan tetap mengacu pada
perlindungan hak anak sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35
Tahun 2014.

Pertimbangan Maslahah Mursalah dalam memutuskan permohonan dispensasi
kawin: Hakim menggunakan pendekatan maslahah mursalah sebagai sarana
ijjtihad, yaitu mempertimbangkan kemaslahatan anak berdasarkan situasi
konkret, apakah pernikahan akan membawa manfaat atau justru mudharat bagi
masa depan anak.

Saran

Berdasarkan pemaparan kesimpulan di atas maka saran yang dapat

penyusun berikan adalah sebagai berikut:

1))

Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan, khususnya Kementerian Agama dan
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA),
diharapkan Memperkuat sosialisasi mengenai batas usia minimal perkawinan

(19 tahun) kepada masyarakat akar rumput, terutama di wilayah pedesaan dan
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3)

4)

107

Mendorong regulasi turunan yang memberikan panduan teknis dan pencegahan
pernikahan dini, seperti edukasi seksual dan bimbingan pranikah, untuk
mengurangi permohonan dispensasi kawin.

Hakim diharapkan terus mengedepankan prinsip perlindungan anak dan asas
kemaslahatan dalam memutus dispensasi kawin, perlu adanya konsistensi
penilaian secara objektif berdasarkan faktor kedaruratan, kematangan
psikologis, dan kesiapan ekonomi, agar putusan tidak bersifat subjektif.

Bagi orang tua hendaknya tidak menjadikan dispensasi kawin sebagai jalan
pintas, tetapi lebih memprioritaskan pendidikan, pembinaan moral, dan
komunikasi keluarga. Masyarakat perlu menumbuhkan kesadaran bersama
bahwa perkawinan usia dini berisiko tinggi terhadap perceraian,kekerasan
rumah tangga, dan kemiskinan.

Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar mengkaji lebih dalam tentang
efektivitas program pencegahan pernikahan anak yang dicanangkan pasca
revisi UU No. 1 Tahun 1974 menjadi UU No. 16 Tahun 2019 serta memperluas

objek penelitian.
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